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ABSTRAK 
 
 

Juliani Elisabeth.8105141487. Laporan Praktik Kerja Lapangan pada Sub 
Bagian Verifikasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 
Jakarta Pusat.Jakarta: Konsentrasi Pendidikan Akuntansi Program Studi 
Pendidikan Ekonomi Jurusan Ekonomi dan Administrasi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta 2016. 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada Sub Bagian Verifikasi 
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jl. Medan Merdeka Barat Jakarta 
Pusat, DKI Jakarta yang berlangsung pada tanggal 1 5 Juli 2016 sampai dengan 
15 Agustus 2016. 
Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan(PKL) adalah untuk 
mendapatkan pengalaman di dunia kerja yang sebenarnya secara nyata dan 
konkret, membandingkan ilmu yang praktikan miliki dengan keadaan di dunia 
kerja dan untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari dari perkuliahan 
dalam kegiatan perusahaan serta untuk melatih diri dalam kedisiplinan dan 
tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Selama dua puluh dua hari kerja, 
praktikan menghadapi kendala-kendala dalam melaksanakan kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan. Untuk mengatasi kendala tersebut, praktikan selalu bertanya 
dan berupaya sekreatif mungkin agar bisa menempatkan hasil pekerjaan sesuai 
dengan apa yang telah dipelajari dibangku kuliah. 



 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
iii 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan YME. atas rahmat dan karunia-Nya penulis 

dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dengan tepat 

waktu dan tanpa kendala yang berarti. 

Laporan PKL ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan 

mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta. Laporan ini merupakan hasil yang diperoleh penulis selama 

melaksanakan praktik kerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(KOMINFO) yang beralamat di Jl. Merdeka Barat No.9, Jakarta 10110. 

Penyusunan laporan PKL ini dapat diselesaikan atas bantuan berbagai pihak, 

untuk itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada : 

1. Dr. Dedi Purwana.E.S, M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta; 

2. Ati Sumiati, S.Pd., M.Siselaku dosen pembimbing praktikan selama 

PKL; 

3. Santi Susanti, S.Pd., MM selaku Ketua Konsentrasi Pendidikan 

Akuntansi; 

4. Dr. Siti Nurjanah, SE., M.Si selaku Koordinator Program Studi 

Pendidikan Ekonomi; 
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5. Slamet Iriyanto selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementrian 

Komunikasi dan Informatika; 

6. Keluarga penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan 

dalam bentuk moril maupun materiil dalam penulisan laporan PKL ini; 

7. Seluruh teman-teman di Fakultas Ekonomi, khususnya konsentrasi 

Pendidikan Akuntansi angkatan 2014 yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan semangat 

kepada penulis. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan 

laporan ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua 

pihak demi perbaikan dan kesempurnaan Laporan Praktik Kerja Lapangan. 

Penulis juga mengharapkan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan 

para pembaca di waktu yang akan datang. 

 

Jakarta,  

Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang PKL 

Perguruan Tinggi merupakan jenjang teratas dalam hirarkhi 

pendidikan formal. Perguruan tinggi juga merupakan sarana untuk 

menciptakan kemajuan peradaban sebuah bangsa, untuk itulah mengapa 

perguruan tinggi tidak lepas  dari tuntuan pasar kerja dalam mencetak 

manusia-manusia yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi. Hal ini 

karena perguruan tinggi diyakini sebagai pusat kemajuan untuk mencetak 

manusia yang beradap dan memiliki kesiapan yang matang untuk 

memasuki dunia kerja. Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN), 

Universitas Negeri Jakarta juga memikul tanggung jawab yang besar 

dalam mencetak mahasiswa sebagai lulusan yang siap memasuki 

persaingan didunia kerja.  

Sehubungan dengan kemampuan yang dimiliki dengan kualitas 

SDM, lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun informal dituntut 

untuk dapat menghasilkan SDM yang berkualitas baik sesuai dengan 

kebutuhan untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Salah satu 

lembaga tersebut ialah Perguruan Tinggi.  

Maka dari itu Perguruan Tinggi berusaha mendidik dan 

menghasilkan individu-individu berkompeten dan berkualitas. Beberapa 
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Perguruan Tinggi menyediakan saran bagi mahasiswanya agar memiliki 

pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. 

Salah satunya dengan mengadakan program Praktik Kerja Lapangan 

(PKL). 

Dengan Praktik Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa mendapat 

kesempatan untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu sesuai program studi 

dan konsentrasi masing-masing yang didapat saat perkuliahan ke dalam 

dunia kerja nyata dan diharapkan PKL dapat memberikan pengalaman 

bagi mahasiswa mengenai gambaran mengenai dunia kerja yang 

sesungguhnya sehingga mahasiswa mampu mengembangkan 

keterampilan, wawasan, serta sikap disiplin dan mandiri untuk dapat 

menjadi tenaga kerja yang siap bersaing. Selain itu, selama menjalani PKL 

mahasiswa mampu berkontribusi dan menciptakan sesuatu yang positif 

untuk tempat PKL. 

PKL dapat dilakukan mahasiswa di tempat yang berkaitan dengan 

program studi dan konsentrasi. Mahasiswa yang melakukan PKL atau 

yang disebut Praktikan, mengajukan permohonan untuk melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan di Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(KOMINFO) yang beralamat di Jl. Merdeka Barat No.9, Jakarta 10110. 

Kedudukan KOMINFO di samping sebagai unsur pelaksana 

pemerintah yang dipimpin oleh Menteri yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Presiden. Kementerian Komunikasi dan 

Informatika mempunyai tugas membantu Presiden dalam 
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menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang komunikasi 

dan informatika. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian 

Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan 

teknis di bidang komunikasi dan informatika yang meliputi pos, 

telekomunikasi, pentiaran, teknologi informasi dan komunikasi, layanan 

multimedia dan diseminasi informasi; 

b. pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya; 

c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 

jawabnya; 

d. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; 

e. penyampaian hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan 

fungsinya kepada Presiden. 

Menyesuaikan dengan konsentrasi yang ditempuh, maka Praktikan 

melaksanakan PKL di Biro keuangan.  

Selama melaksanakan kegiatan PKL, diharapkan Praktikan bukan 

hanya dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan, 

berkontribusi, dan menciptakan sesuatu hal yang positif untuk tempat 

PKL, tetapi juga dapat belajar berinteraksi dengan berbagai pihak, 

sehingga dapat membangun hubungan yang baik dalam mempersiapkan 

diri untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. 
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B. Maksud dan Tujuan PKL 

Adapun maksud pelaksanaan PKL ini, antara lain: 

1. Mempelajari bidang administrasi pada praktik kerja. 

2. Melaksanakan praktik kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan 

S1 Pendidikan Ekonomi. 

3. Mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapatkan selama perkuliahan. 

4. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengetahui dunia 

kerja yang sesunggunya. 

5. Melatih praktikan untuk bersikap dewasa, mandiri, dan bertanggung 

jawab sarta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. 

 

Adapun tujuan pelaksanaan PKL antara lain: 

1. Bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Strata Satu 

(S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta guna 

mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan. 

2. Bertujuan untuk mengetahui kegiatan dan sistem kelola pada 

Kementerian serta terjun langsung dalam prosesnya. 
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3. Bertujuan untuk mendapatkan wawasan dan pengalaman sebagai 

bahan perbandingan antara teori yang didapat selama perkuliahan 

dengan pelaksanaannya di tempat PKL. 

4. Bertujuan untuk menerapkan dan membandingkan ilmu yang 

didapat selama masa perkuliahan dengan kondisi dunia kerja. 

5. Bertujuan untuk mengetahui cara berinteraksi yang baik antara 

mahasiswa dengan lingkungan kerja sehingga mampu bekerja sama 

dengan para pegawai yang lain. 

 

C. Kegunaan Praktek Kerja Lapangan 

PKL mempunyai manfaat bagi mahasiswa, universitas, dan 

Kementerian tempat praktikan melaksanakan PKL. Adapun kegunaan 

PKL adalah sebagai berikut: 

 

1. Bagi praktikan 

a. Melatih keterampilan mahasiswa sesuai dengan pengetahuan yang 

telah didapatkan selama mengikuti perkuliahan di Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

b. Menerapkan dan membandingkan pengetahuan akademis yang 

telah didapat selama mengikuti perkuliahan dengan keadaan dalam 

dunia kerja. 



6 
 

 
 

c. Praktikan menjadi lebih mengetahui bagaimana dunia kerja 

keuangan, khususnya di Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(KOMINFO).  

d. Praktikan mendapat pengetahuan baru serta pengalaman mengenai 

sistem kelola diKementerian Komunikasi dan Informatika 

(KOMINFO). 

e. Melatih kemampuan berpikir praktikan dalam memecahkan 

masalah yang kerap muncul selama pelaksanaan PKL. 

f. Sebagai usaha untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan 

pengalaman kerja yang nyata. 

 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Membina dan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian 

Komunikasi dan Informatika (KOMINFO). dalam hal pelaksanaan 

program PKL. 

b. Sebagai sumber referensi bagi mahasiswa lain dalam mencari 

tempat PKL atau mencari objek tempat penelitian tentang 

perKementerianan. 

c. Mengevaluasi kemampuan mahasiswa mengimplementasikan ilmu 

yang telah didapat di universitas. 

d. Mendapatkan masukan guna umpan balik dalam usaha 

penyempurnaan kurikulum sesuai dengan tuntutan dunia 

perKementerianan dan masyarakat. 
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3. Bagi Kementerian 

a. Kementerian mengetahui referensi Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang diketahui mutu dan kredibilitasnya. 

b. Menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan dan 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. 

c. Menjalin hubungan kerja sama yang berkelanjutan dan dinamis 

antara kementerian dengan Lembaga Perguruan Tinggi. 

 

D. Tempat Praktek Kerja Lapangan 

 Praktikan melaksanakan PKL padaKementerian Komunikasi dan 

Informatika (KOMINFO). Berikut ini merupakan informasi data 

Kementerian tempat pelaksanaan PKL: 

Nama Kementerian : Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(KOMINFO). 

Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No.9, Jakarta 10110  

Telepon/Fax  : (021) 3848185 

Website  : www.kominfo.go.id 

Tempat tersebut dipilih karena : 

1. Memiliki tingkat perkembangan yang baik sebagai Kementerian. 
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2. Untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian 

Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) dalam mengatur anggaran 

keuangan. 

3. Untuk mempelajari tata kelola yang diterapkan pada Kementerian 

Komunikasi dan Informatika (KOMINFO). 

 

 

E. Jadwal Waktu Praktek Kerja Lapangan 

Jadwal waktu pelaksanaan PKL pada Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (KOMINFO) adalah selama satu bulan terhitung sejak 15 Juli 

2016 s.d 15 Agustus 2016.  

Rincian proses pelaksanaan PKL, terdiri dari tiga tahap yaitu: 

1. Tahap Persiapan PKL 

Pada tahap ini praktikan mencari informasi langsung ke 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) sebagai calon 

tempat PKL mengenai penyelenggaraan kegiatan PKL untuk mahasiswa di 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO). Setelah praktikan 

mendapatkan informasi bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(KOMINFO) memberikan kesempatan untuk melaksanakan PKL, 

praktikan mempersiapkan surat pengantar permohonan PKL untuk 

mendapatkan persetujuan dari Ketua Jurusan atau Ketua Konsentrasi. 

Surat tersebut kemudia diproses di Bagian Administrasi Akademik 

Kemahasiswaan (BAAK) UNJ. 
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2. Tahap Pelaksanaan PKL 

Tahap ini dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Kementerian 

Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), dengan dikeluarkannya surat 

balasan untuk Kepala BAAK UNJ. Adapun surat tersebut terlampir. 

Pelaksanaan PKL selama satu bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2016 

s.d 15 Agustus 2016. Dengan ketentuan jam operasional kerja di dalam 

kantor adalah sebagai berikut: 

 

Hari Senin – Kamis  Jumat   

Jam Kerja 08.00 - 16.00 08.00 – 16.00 

Waktu Istirahat 12.00-13.00 12.00 – 13.00 

 

 

3. Tahap Penulisan Laporan PKL 

Tahap penulisan laporan dilakukan setelah tahap pelaksanaan PKL 

berakhir. Setelah praktikan selesai melakukan PKL, praktikan meminta 

data-data dan informasi yang dibutuhkan kepada Kementerian Komunikasi 

dan Informatika (KOMINFO) sebagai bahan untuk menulis laporan PKL. 

Kemudian laporan PKL tersebut diserahkan kepada Fakultas Ekonomi 

untuk diadakan seminar pada waktu tertentu. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

1. SejarahSingkatKementerian Komunikasi dan Informatika 

Keberadaan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) 

ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 dan 

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005. Sedangkan Organisasi dan Tata 

Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika ditetapkan sesuai Peraturan 

Menteri Komunikasi Informatika Nomor: 01/P/M.KOMINFO/4/2005 tanggal 

1 April 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi 

Informatika Nomor: 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tanggal 1 Juli 2008.  Pada 

tahun 2009 ditetapkan Departemen menjadi Kementerian berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009. Sedangkan Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika 

ditetapkanmelaluiSuratKeputusanMenteriKomunikasidanInformatikanomor 

17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentangOrganisasidan Tata 

KerjaKementerianKomunikasidanInformatika yang ditetapkanpadatanggal 28 

Oktober 2010. 

Kedudukan instansi ini di samping sebagai unsur pelaksana pemerintah yang 

dipimpin oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Presiden. Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas 



11 
 

 
 

membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan 

di bidang komunikasi dan informatika. Dalam melaksanakan tugas tersebut, 

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan, penetapan, danpelaksanaan kebijakan di bidang 

komunikasi dan informatika; 

b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 

jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika; 

c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di 

lingkunganKementerianKomunikasidanInformatika; 

d. pelaksanaan bimbinganteknisdan supervise 

ataspelaksanaanurusanKementerianKomunikasidanInformatika di 

daerah; dan 

e. pelaksanaankegiatanteknis yang berskalanasional 

 

2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai 

berikut : 

a. Sekretariat Jenderal; 

b. Inspektorat jenderal; 

c. Direktorat JenderalSumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; 

d. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika; 

e. Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika; 
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f. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

g. DirekturJenderalInformasi danKomunikasiPublik; 

h. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum; 

i. Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomidan Budaya; 

j. Staf Ahli Menteri Bidang KomunikasidanMediam Masa; 

k. StafAhliMenteriBidangTeknolodi; dan 

l. Staf Ahli Menteri Bidang PolitikdanKeamanan. 

 

Jajaran Kemkominfo yang membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

kementerian adalah : 

a. Pendidikan dan Pelatihan Ahli Multi Media (Multi Media Training 

Centre/MMTC) Yogyakarta. 

b. Pusdiklat Pegawai Kemkominfo Jakarta 

c. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Bekasi 

d. Museum Penerangan Jakarta 

e. Monumen Pers Nasional Solo 

f. Dewan Pers Jakarta 

 

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika 

(BBPPKI) 

a. BBPPKI Medan 
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b. BBPPKI Makasar 

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) 

a. BPPKI Jakarta 

b. BPPKI Bandung 

c. BPPKI Yogyarta 

d. BPPKI Surabaya 

e. BPPKI Banjarmasin 

f. BPPKI Manado 
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1. SAM BID. HUKUM  
2. SAM BID. EKONOMI DAN  KEMITRAAN  
3. SAM BID. SOSIAL, BUDAYA 

DAN PERAN MASYARAKAT 
4. SAM BID. HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN

KESENJANGAN DIGITAL
5. SAM BID. MEDIA MASSA

PUSAT 
PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN PEGAWAI

DIREKTORAT
E-GOVERNMENT

DIREKTORAT
E-BUSINESS

DIREKTORAT
SISTEM INFORMASI,
PERANGKAT LUNAK

DAN KONTEN 

DIREKTORAT
PEMBERDAYAAN

TELEMATIKA

DIREKTORAT 
STANDARDISASI DAN AUDIT 

APLIKASI TELEMATIKA 

DIREKTORAT
STANDARDISASI PENYIARAN 

DAN MEDIA

DIREKTORAT
USAHA PENYIARAN

DIREKTORAT
SARANA TEKNOLOGI

KOMUNIKASI

DIREKTORAT
KELEMBAGAAN KOMUNIKASI

PEMERINTAHAN 

DIREKTORAT
KELEMBAGAAN KOMUNIKASI

SOSIAL

DIREKTORAT 
POS

DIREKTORAT 
TELEKOMUNIKASI 

DIREKTORAT
PENGELOLAAN

SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

DIREKTORAT
STANDARDISASI POS

DAN TELEKOMUNIKASI 

DIREKTORAT 
KELEMBAGAAN 
INTERNASIONAL 

POS DAN TELEKOMUNIKASI

PUSAT 
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

POS DAN TELEKOMUNIKASI 

PUSAT PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN APLIKASI

TELEMATIKA, SARANA KOMUNIKASI
DAN DISEMINASI INFORMASI

PUSAT 
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

LITERASI KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA

PUSAT 
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PROFESI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

PUSAT INFORMASI 
POLITIK, HUKUM DAN

KEAMANAN

PUSAT INFORMASI
PEREKONOMIAN

PUSAT INFORMASI 
KESEJAHTERAAN RAKYAT

PUSAT PENGELOLAAN
PENDAPAT UMUM 

2
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3.2 Misi : 

a) Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik 

komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia 

informatif dalam kerangka NKRI; 

b) Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang 

profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi; 

c) Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk 

mendukung pembangunan karakter bangsa; 

d) Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang 

berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan; 

e) Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar 

global. 

 

Dalam rangka pembahasan penulisan penelitian ini dilakukan di Biro 

Keuangan Sekretariat Jenderal. Sementara itustrukturOrganisasi di 

lingkungan Sekretariat Jenderal  terdiri dari : 

a. Biro Perencanaan; 

b. Biro Kepegawaian dan Organisasi; 

c. Biro Keuangan; 

d. Biro Hukum; 

e. Biro Umum; 

f. Pusat DatadanSarana Telematika; 
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g. Pusat KerjasamaInternasional 

h. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat; 

i. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai. 

 

3.3 TugasdanFungsi Biro KeuanganSekretariatJenderalKomunikasi dan 

Informatika 

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakanpembinaan pengelolaan 

keuangan dan penatausahaan kekayaan milik negara di Lingkungan 

KementerianKomunikasidanInformatika.Untuk melaksanakan tugas 

tersebut, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi : 

a. pembinaan pengelolaan, monitoring, danevaluasipelaksanaan anggaran 

Kementerian; 

b. pembinaandanpelaksanaan urusanperbendaharaandan Penerimaan 

Negara Bukan 

Pajakdanpenyelesaiankerugiaannegaradilingkungankementerian; 

c. pembinaandanpelaksanaan verifikasi anggaran dan akuntansi 

sertapenyusunanlaporankeuangan; 

d. pembinaandanpelaksanaan penatausahaan kekayaan milik negara di 

Lingkungan Kementerian; 

e. pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Biro. 
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4. Biro Keuangan terdiri dari : 

4.1 Bagian Pelaksanaan Anggaran 

Bagian pelaksanaan anggaran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, 

pengelolaan, monitoring, danevaluasipelaksanaan anggaran 

danpengadaanbarangdanjasa di lingkungankementerian. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bagian 

pelaksanaan anggaran menyelenggarakan fungsi : 

1) Penyiapan bahan pembinaanpengelolaan pelaksanaan anggaran di 

lingkungan Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos dan 

Informatika, Direktorat Jenderal PenyelenggaraanPosdanInformatika, 

InspaktoratJenderal 

2) Penyiapan bahan pembinaanpengelolaan pelaksanaan anggaran di 

lingkungan SekretariatJenderal, Direktorat Jenderal 

AplikasiInformatika, 

DirektoratJenderalInformasidanKomunikasiPublik, 

BadanPenelitiandanPengembanganSumberDayaManusia; dan 

3) Pelaksanaan monitoring danevaluasipelaksanaan anggaran 

danpembinaanpengadaanbarangdanjasadi lingkungan kementerian 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, BagianPelaksanaan 

Anggaran terdiri dari : 

1) Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran I, yang mempunyai tugas 

melakukan Penyiapan bahan pembinaanpengelolaan pelaksanaan 
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anggaran di lingkungan Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos 

dan Informatika, Direktorat Jenderal 

PenyelenggaraanPosdanInformatikadanInspektoratJenderal 

2) Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran II, yang mempunyai tugas 

Penyiapan bahan pembinaanpengelolaan pelaksanaan anggaran di 

lingkungan SekretariatJenderal, Direktorat Jenderal Aplikasi dan 

Telematika, DirekturJenderalInformasi danKomunikasiPublik, Badan 

Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

3) Sub Bagian Monitoring danEvaluasi, mempunyaitugasmelakukan 

monitoring danevaluasipelaksanaan anggaran 

danpembinaanpengadaanbarangdanjasadi lingkungan kementerian 

 

4.2 Bagian Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Bagian Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak  mempunyai 

tugas melaksanakan pembinaan perbendaharaan,Penerimaan Negara 

BukanPajak danpenyelasaianakerugiannegaradi lingkungan 

kementerianseraturusangajipegawai di lingkunganSekretariatJenderal. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bagian 

pelaksanaan anggaran menyelenggarakan fungsi : 

1) Pelaksanaan pembinaanperbendaharaan kementerian 

2) Pelaksanaan pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan 

penyelesaiankerugiannegara di lingkungankementerian 
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3) Pelaksanaan urusan gaji pegawai di lingkunganSekretariatJenderal 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Bagian 

Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri dari : 

1) Sub Bagian Perbendaharaan, yang mempunyai tugas melakukan 

pembinaan perbendaharaan di lingkungan Kementerian 

2) Sub Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang mempunyai tugas 

melakukan pembinaanpengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan 

penyelesaiankerugiannegara di lingkungankementerian 

3) Sub Bagian Urusan Gaji, yang mempunyai tugas melakukan urusan 

gaji pegawai di lingkunganSekretariatJenderal 

 

4.3 Bagian Verifikasi dan Akuntansi 

Bagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas 

melakukanpembinaanverifikasi anggarandanakuntansi 

sertamenyusunlaporankeuanganKementerian. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Verifikasi 

dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi : 

1) Pelaksanaandanpembinaan verivikasi anggaran kementerian 

2) Pelaksanaan danpembinaanpengelolaan data akuntansi dan 

penyusunanneracakeuangan Kementerian 

3) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro 
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Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Verifikasi 

dan Akuntansi terdiri dari : 

1) Sub Bagian Verifikasi Belanja dan Pendapatan, yang mempunyai tugas 

melakukan pembinaandanpelaksanaanverivikasi penggunaan anggaran 

belanja dan pendapatan Kementerian 

2) Sub Bagian Akuntansi, yang mempunyai tugas melakukan 

pembinaandanpelaskanaanpengumpulan, pengolahan data akuntansi, 

dan penyusun laporankeuangan Kementerian 

3) Sub Bagian Tata Usaha Biro, yang mempunyai tugas melakukan 

Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Biro 

 

4.4 Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara 

Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas 

melaksanakan pembinaandanpenatausahaan barang milik 

negarasertapenilaian dan penghapusan di lingkungankementerian. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian 

Penatausahaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi : 

1) Pelaksanaan danpenatausahaan barang milik negara di lingkungan 

Kementerian; 

2) Pelaksanaan danpembinaanpenilaian dan penghapusan barang milik 

negara di lingkungan Kementerian; 
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3) Evaluasi dan pelaporan barang milik negara di lingkungan 

Kementerian. 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Bagian 

Penatausahaan Barang Milik Negara terdiri dari : 

1) Sub Inventariasi Barang Milik Negara, mempunyai tugas melakukan 

pembinaandanpelaksanaanInventarisasiBarang Milik Negara di 

lingkungan Kementerian; 

2) Sub Bagian Penghapusan, mempunyai tugas melakukan 

pembinaandanpelaksanaanpenilaian dan penghapusan Barang Milik 

Negara di lingkungan Kementerian; 

3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan 

evaluasi dan pelaporan Barang Milik Negara di lingkungankementeri. 

 

5. PejabatPerbendaharaan 

  Di Biro Keuanganselainadanyapejabatstruktural yang 

melaksanakansesuaitugasdanfungsinya, danjugaadanyapejabatperbendaharaan 

yang merupakanjabatanfungsional yang mengelolakeuangan Negara. Kepala 

Biro KeuanganmenjabatselakuKuasaPenggunaAnggaranSektretariatJenderal 

yang membawahi 9 (sembilan) PPK di tiap-tiap unit kerjamempunyai 1 (satu) 

PPK, pejabatpenandatangan SPM  ( AgusSanusi) danBendaharaPengeluaran 

(SoniYuhanes) dibantuolehBendaharaPengeluaranPembantu (BPP) yang 

berada di tiap-tiap unit kerjadilingkunganSekretariatJenderal.  Adapun yang 
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mengelolahpenggunaananggaran biro keuanganyaitu Eddy Supriadisebagai 

PPK danAgusIwanSusilosebagaiBendaharaPengeluaranPembantu. 

 

6. Keadaan Pegawai 

Pegawai merupakan hal sangat penting dalam suatu struktur organisasi 

kerja, terutama dalam segi operasional pelaksanaan dalam mewujudkan 

tujuan, baik bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta 

pelayanan kepada masyarakat. Keadaan pegawai pada Biro Keuangan 

berjumlah 57orang. Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan pegawai dapat 

dilihat pada tabel berikut  

 

Tabel II.1 

Keadaan Pegawai pada Biro Keuangan 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

NO TINGKAT PENDIDIKAN
1 S2 3 orang
2 S1 20 orang
3 Sarjana Muda/DIII 11 orang
4 SLTA/Sederajat 22 orang
5 SLTP/Sederajat orang
6 SD 1 orang

57 orang

JUMLAH

JUMLAH  
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Tabel II.2 

Keadaan Pegawai pada Biro Keuangan 

Berdasarkan Status, Pangkat dan Golongan 

NO
STATUS 

PEGAWAI
PANGKAT/ 

GOLONGAN

1 PNS Ia s/d Id -     orang
IIa s/d IId 7    orang
IIIa s/d IIId 46  orang
IVa s/d IVe 4    orang

2 CPNS -     orang
57  orang

JUMLAH 

JUMLAH  
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

A. Bidang Kerja 

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Kementrian 

Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) yang beralamat di Jl. Merdeka 

Barat No.9, Jakarta 10110, Praktikan di tempatkan di Biro Keuangan 

khususnya di Bagian Verifikasi dan Akuntansi. 

Pekerjaan yang dilakukan oleh Praktikan pada Kementrian 

Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) yaitu: 

1) Memeriksa Realisasi Anggaran Belanja. 

2) Membuat laporan permasalahan dari Realisasi Anggaran Belanja yang 

telah di periksa. 

3) Menginformasikan temuan permasalahan kepada Kepala Sub Bagian 

Verifikasi. 

4) Membantukinerjakaryawanlainnya yang ada di Sub Bagian Verifikasi. 

Keuangan Negara dikeloladengan berbagai aturan yang ditetapkan 

oleh pemerintah. Pelanggaran aturan dapat menyeret pengelola keuangan 

negara kepada tindakan pidana korupsi. Saat ini pelanggaran terhadap 

peraturan pengelolaan keuangan negara telah sapat memenuhi salah satu 

unsur dugaan korupsi. Oleh sebab itu, pengelola keuangan negara mulai 

dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sampai kepada Staf Pengelola 
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Perbendaharaan harus memahami aturan mengenai mekanisme dan teknis 

pelaksanaan anggaran, tata cara pembukuan, tata cara pengajuan 

pembayaran dana APBN, tata cara pelaporan, tata cara pembukuan, tata 

cara penghitungan pajak, tata cara pengadaan barang dan jasa, 

dantatacarapembuatandokumenpertanggungjawabankeuangan. 

Anggaran yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan 

Informatika berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam DIPA masing-

masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan 

Informatika, penggunaan anggaran tersebut harus dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan mekanisme dan aturan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Namun karena pengelolaan dan pertanggungjawaban tersebut 

tidak dipahami karena terbuka penafsiran yang berbeda diantara pengelola 

keuangan, untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman aturan 

yang ada, maka perlu disusun standar operasional pelayanan (SOP) 

pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Kementerian Komunikasi 

dan Informatika. 

 

B. Pelaksanaan Kerja 

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kementrian 

Komunikasi dan Informatika selama dua puluh dua hari kerja. Terhitung 

mulai tanggal 15 Juli 2016 sampai 15 Agustus 2016. Praktikan 

ditempatkan di Bagian Verifikasi dan Akuntansi. 

Berikutadalahtahapankerja yang dilakukan oleh Praktikan : 
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1. Menerima Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja dari 

Pejabat Penandatangan SPM, sebagain bahan pencocokan dengan 

Sistem Aplikasi 

2. Menerima Dokumen Realisasi Pendapatan dari Bendahara berupa 

SSPB, SSBP dan Surat setoran penerimaan lainnya 

3. Menerima Dokumen Realisasi Belanja dari Pejabat Penandatangan 

SPM berupa SPM dan SP2D  

4. Menerima Laporan Realisasi Pengadaan Aset dalam Tahun Berjalan 

dari Unit Kerja 

5. Memeriksa/meneliti secara rinci dokumen realisasi pendapatan beserta 

pendukungnya dan penyesuaian dengan dokumen estimasi pendapatan 

6. Memeriksa /meneliti secara rinci Dokumen realisasi belanja beserta 

pendukungnya dan penyesuaian dengan Dokumen Anggaran Belanja 

(DIPA) 

7. Mencatat Realisasi Pendapatan, realisasi Belanja, Revisi Anggaran, 

Nilai Aset dan temuan-temuan kelebihan/kekurangan/ kesalahan 

pembebanan sesuai Masing-masing Unit Kerjanya (UPT) 

8. Membuat Konsep tegoran / menghubungi langsung via telephon ke 

Unit Kerja (UPT, jika belum menyampaikan  Laporan Realisasi 

Pendapatan/ Realisasi Belanja 

9. Membuat Konsep tegoran / menghubungi langsung via telphon ke 

Unit Kerja (UPT), jika terdapat kesalahan/kurang lengkap 

menyampaikan  Laporan Realisasi Pendapatan/ Realisasi Belanja 
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10. Mengadakan pembinaan langsung, jika terdapat kesalahan 

pembebanan  F/SF/P/K/ OP/MA dan jika ada realisasi belanja 

melebihi Anggaran 

11. Menghimpun Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja per Satuan 

Kerja dari tiap-tiap Unit Kerja 

12. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Anggaran 

Belanja Kementerian per-bulan  

13. Menyampaikan laporan  tersebut kepada Atasan langsung, guna 

sebagai bahan pencocokan dengan Petugas Akuntansi pada Unit 

Akuntansi Instansi 

 

Bahan yang diperlukan untuk melakukan Verifikasi antara lain: 

1. Peraturan-peraturan tentang keuangan Negara, seperti : UU, PP, 

PERPES, PMK, PM-KOMINFO, Per-DJPB, Per-Sekjen KOMINFO, 

SE-Biro Keuangan, SE-KPPN dan Peraturan-peraturan lain tentang 

keuangan negara. 

2. Dokumen Estimasi Pendapatan dengan lampirannya : RKA-K/L 

formulir2 

3. Dokumen Penerimaan Anggaran dengan lampirannya : 

a) Surat Setoran Pajak (SSP) 

b) Surat Setoran bukan pajak (SSBP) 

c) Surat Setoran Pengembalian Belanja 

d) Setoran penerimaan lainnya yang dipersamakan 
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4. Dokumen pelaksanaan anggaran dengan lampirannya terdiri dari : 

a) DIPA, POK atau Kertas Kerja dan RKA-KL  

b) Revisi Dipa, Revici POK atau Kertas Kerja dan Revisi RKA-KL 

c) DIPA luncuran 

d) Revisi DIPA luncuran 

e) Surat Keputusan Otorisasi (SKO) 

f) Revisi SKO 

g) Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) 

h) Dokumen pelaksana Anggaran lainnya yang dipersamakan 

5. Dokumen Pengeluaran Anggaran dengan lampiran : 

a) SPM 

b) SP2D 

c) SP3 

d) Arsip data komputer 

e) Foto Copy dokumen pengeluaran anggaran lainnya yang 

dipersamakan 

f) Laporan realisasi pengadaan aset dalam tahun berjalan 

g) Temuan-temuan Kelebihan, kekurangan dan kesalahan 

Pembebanan  

h) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Kesalahan–kesalahan yang biasa Praktikan temukan saat 

memeriksa Realisasi Anggaran Belanja : 
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C. Kendala Yang Dihadapi 

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Kementerian 

Komunikasi dan Informatika, Praktikan sudah berusaha bekerja dengan 

baik dan menepati semua peraturan yang berlaku. Namun terdapat 

beberapa kendala yang juga dialami oleh Praktikan diantaranya, yaitu: 

1. Standar Operasional Pelayanan sangat banyak sehingga membuat 

praktikan kesulitan mengikutinya. 

2. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Realisasi anggaran belanja 

Kementerian Komunikasi dan Informatika masih menggunakan cara 

manual, tidak memiliki aplikasi komputer yang dapat mempermudah 

dan mempercepat pekerjaan. 

3. Kompetensi praktikan yang kurang memadai untuk melakukan 

kegiatan verifikasi anggaran pada awal melakukan Praktik Kerja. 

4. Pembagian tugas untuk praktikan yang kurang jelas dari para 

karyawan. 

  

D. Cara Mengatasi Kendala yang Dihadapi 

Kendala yang dihadapi Praktikan selama masa PKL, diatasi dengan 

cara sebagai berikut : 

1. Standar Operasional yang sangat banyak dapat diatasi dengan 

menggunakan bantuan buku pedoman kerja. Manfaat pedoman kerja 

antara lain: 
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a. Pedoman kerja merupakan pegangan bagi pelaksanaan, alat 

komunikasi, dan pengawasan sehingga pekerjaan dapat 

diselesaikan secara konsisten; 

b. Para pegawai akan memiliki percaya diri yang tinggi dalam 

bekerja dan tahu apa yang harus dicapai dalam setiap pekerjaan; 

c. Bisa digunakan sebagai salah satu alat pelatihan yang mengukur 

kinerja pegawai. 

2. Dalam era teknologi informasi, pemakaian komputer untuk 

pemprosesan informasi merupakan suatu keharusan karena teknologi 

komputer akan memberikan beberapa keuntungan sebagai berikut ini 

( Wilkinson, 2000 ) : 

a. Pemprosesan terhadap transaksi dan data lain menjadi lebih 
cepat; 

b. Durasi di dalam penghitungan dan perbandingan data menjadi 
lebih akurat; 

c. Pemprosesan terhadap transaksi menjadi lebih murah; 
d. Penyiapan laporan dan output lainnya menjadi lebih tepat 

waktu; 
e. Sistem penyimpanan data menjadi lebih ringkas dan lebih 

mudah ketika dibutuhkan; 
f. Karyawan menjadi lebih produktif.1 
 
 

Selain pemanfaatan teknologi informasi akan memiliki 

keuntungan seperti yang diuraikan sebelumnya, sebenarnya untuk 

mendukung tiga tujuan utama penyusunan system informasi yaitu 

(Hall, 2001); 

a. Mendukung fungsi pengurusan (stewardship) manajemen. 
Stewardship merujuk ke tanggungjawab manajemen dalam 

                                                            
1Dartyanto, Belajar Komputer Visual Basic. (Bandung: Yrama Widya, 2004.) Hal 62 



35 
 

 
 

mengatur sumberdaya yang dimiliki pemerintah daerah secara 
benar; 

b. Mendukung pengambilan keputusan manajemen; 
c. Mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah hari demi 

hari dengan efesien dan efektif.2 
 

3. Kompetensi adalah sesuatu yang ditunjukan seseorang dalam kerja 
setiap hari. Fokusnya adalah perilaku di tempatkerja, bukan sifat-
sifat kepribadian atau ketrampilan dasar diluar tempat kerja atau  pun 
di dalam tempat kerja. ( Kravetz,2004).3 
 

Kompetensi mencakup melakukan sesuatu, tidak hanya 

pengetahuan yang pasif. Seorang karyawan mungkin pandai, tetapi 

jika mereka tidak bias menterjemahkan kepandaiannya kedalam 

perilaku di tempat kerja dengan efektif, kepandaiannya tidak akan 

berguna bagi perusahaan. Jadi kompetensi tidak hanya mengetahui 

apa yang harus dilakukan. 

Dalam praktik kerja lapangan yang dilakukan oleh praktikan 

dalam menghadapi kendala ketidak memadainya kompetensi yang 

dimiliki adalah dengan bertanya kepada pembimbing ataupun kepada 

karyawan lain. 

4. Kejelasan  UraianTugas.  Kejelasan  uraian  tugas  dalam 

strukturorganisasi  sangat  membantu  pihak  pimpinan  untuk 

melakukan pengawasan dan pengendalian,  dan bagi bawahan akan 

dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu pekerjaan karena 

uraiannya yang jelas. 

                                                            
2
ibid 
3Surya Dharma,. Manajemen Kinerja. (Jakarta: Pustaka Pelajar. 2005) Hal 17 
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Kejelasan  Jalur Hubungan. Dalam  rangka pelaksaan  tugas dan 

tanggungjawab  setiap  karyawan  atau  pegawai  dalam  sebuah 

organisasi, maka dibutuhkan kejelasan hubungan yang    tergambar 

dalam  struktur,    sehingga  jalur  penyelesaian  pekerjaan  akan 

semakin efektif dan dapat saling menguntungkan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kementerian 

Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) yang beralamat di Jl. Merdeka 

Barat No.9, Jakarta 10110, praktikan menyimpulkan beberapa hal, yaitu : 

1. Praktikan menjadi lebih mengetahui bagaimana dunia kerja bagian 

keuangan, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(KOMINFO) yang beralamat di Jl. Merdeka Barat No.9, Jakarta 

10110, 

2. Praktikan mendapat pengalaman dan pengetahuan baru mengenai 

tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) 

dalam menggunakan anggarannya; 

3. Praktikan dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab setiap bagian 

dalam Kementrian Komunikasi dan Informatika; 

4. Kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam sebuah 

Kementerian merupakan hal yang sangat mempengaruhi kinerja dan 

perkembangan Kementerian tersebut bahkan Indonesia, sehingga 

pemberian pendidikan dan pelatihan menjadi hal yang sangat 

penting, wajib dan menjadi investasi aset bagi Kementerian di masa 

yang akan datang. 
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B. Saran  

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Kementerian 

Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) yang beralamat di Jl. Merdeka 

Barat No.9, Jakarta 10110, adapun saran yang disampaikan Praktikan 

sebagai masukan dan diharapkan dapat memajukan kinerja untuk 

mencapai tujuan kedepannya yang lebih baik lagi adalah sebagai berikut : 

1. Perlu peningkatan komunikasi antar pegawai dan pengurus seputar 

uraian pekerjaan untuk kelancaran pekerjaan.  

2. Diperlukan sebuah komunikasi yang baik antar semua golongan agar 

seluruh kegiatan instansi dapat berjalan dengan maksimal. 

3. Diperlukan integritas, komitmen serta etos kerja yang lebih baik dari 

sebelumnya untuk mengembangkan kerjasama baik internal maupun 

eksternal. 
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Lampiran 1 

Jadwal Pelaksanaan PKL 

No. kegiatan Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov 

1. pendaftaran  PKL          

2. kontak dengan 

instansi/ perusahaan 

untuk tempat PKL 

         

3. suratpermohonan 

PKL ke 

instansi/perusahaan 

         

4. Pelaksanaan 

program  PKL  

         

5. Penulisan laporan 

PKL 

         

6. Penyerahan laporan 

PKL 

         

7. koreksi / revisi 

laporan PKL oleh 

pembimbing 

         

8. sidang PKL          

 

  



 

 

Lampiran

 

n 2 

Surrat Penerim

 

 

maan Prakttik Kerja LLapangan

41 



 

 

Lampiran

 

n 3 

Le

 

 

embar Abseensi PKL 
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Lampiran 4 

Tabel Laporan Kegiatan Harian 

NO. TANGGAL KEGIATAN 
      

1 
Jumat.       

15-07-2016 
Pengarahan dari Kasubbag TU tentang penempatan PKL 

    
Menerima Pengarahan tentang organisasi Kementerian 
Kominfo dan tugas-tugas para eselon I secara singkat 

    
Menerima Pengarahan tentang organisasi dilingkungan 
Sekretariat Jenderal termasuk tugas fungsi Biro Keuangan

    
Lanjutan Pengarahan tentang organisasi dilingkungan 
Sekretariat Jenderal termasuk tugas fungsi Biro Keuangan 

    
Peninjauan dan perkenalan dengan pejabat eselon beserta 
staf di tiap-tiap bagian dilingkungan Biro Keuangan 

2 
Senin.       

18-07-2016 
Menerima Pengarahan tentang Pejabat perbendaharaan 
yang mengelola Keuangan Negara 

    
Lanjutan Menerima Pengarahan tentang Pejabat 
perbendaharaan yang mengelola Keuangan Negara 

    
Tugas dan Tanggung jawab Pengguna Anggaran dan Kuasa 
Pengguna Anggaran 

    Tugas dan Tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen 
    Tugas dan tanggung jawab Pejabat Penanda tanganan SPM 

3 
Selasa.       

19-07-2016 
Tugas dan tanggungjawab Bendahara serta Jenis-jenis 
Bendahara  

    
Tugas dan tanggungjawab Pejabat Pengadaan Barang dan 
Jasa  

    
Tugas dan tanggungjawab Pejabat Penerima Barang dan 
Jasa  

4 
Rabu.        

20-07-2016 
Kebijakan-kebijakan (dasar hukum) tentang keuangan 
negara 

5 
Kamis.       

21-07-2016 
Pengarahan tentang pengertian  keuangan negara 

6 
Jumat.       

22-07-2016 
Praktek pendataan Laporan Pertanggungjawaban 
Bendahara dari tiap-2 Satker  

7 
Senin.       

25-07-2016 

Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro 
Keuangan untuk mendata Bukti Pembayaran yang harus 
diselesaikan penagihannya ke Bendahara Pengeluaran 
Pembantu (BPP) Biro Keuangan 

8 
Selasa.       

26-07-2016 

Lanjutan Membantu PPK Biro Keuangan untuk mendata 
Bukti Pembayaran yang harus diselesaikan penagihannya 
ke BPP Biro Keuangan 
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9 
Rabu.        

27-07-2016 
Praktek memeriksa DIPA bulan Januari sampai Mei 2016 
Balmon Makasar 

10 
Kamis.       

28-07-2016 
Praktek membuat catatan permasalahan dari DIPA bulan 
Januari sampai Mei 2016 Balmon Makasar 

11 
Jumat.       

29-07-2016 

Praktek membantu PPK Biro Keuangan untuk Pembuatan 
Surat Perintah Bayar (SPBy) berdasarkan bukti pembayaran 
dan lampirannya 

12 
Senin.       

01-08-2016 

Lanjutan Praktek membantu PPK Biro Keuangan untuk 
Pembuatan Surat Perintah Bayar (SPBy) berdasarkan bukti 
pembayaran 

13 
Selasa.       

02-08-2016 

Praktek membantu BPP Biro Keuangan untuk 
memverifikasi bukti pembayaran dan lampirannya yang 
tertuang dalam SPBy  

14 
Rabu.        

03-08-2016 

Lanjutan Praktek membantu BPP Biro Keuangan untuk 
memverifikasi bukti pembayaran dan lampirannya yang 
tertuang dalam SPBy  

15 
Kamis.       

04-08-2016 

Penjelasan tentang Pajak-pajak yang wajib dilakukan oleh 
Bendahara Pemerintah { Bendahara Pengeluaran (BP)  dan 
BPP} 

16 
Jumat.       

05-08-2016 
Praktek pembuatan pengisian SSP Pasal 22 dan  Pasal 23 
atas tagihan pihak III  

17 
Senin.       

08-08-2016 
Lanjutan Praktek pembuatan pengisian SSP Pasal 22 dan  
Pasal 23 atas tagihan pihak III  

18 
Selasa.       

09-08-2016 

Praktek Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban BPP 
Biro Keuangan untuk bahan pengajuan Surat Permintaan 
Pembayaran Penggantian Uang Persediaan (SPP-GUP) 
yang ditanda tangani oleh PPK dan BP 

19 
Rabu.        

10-08-2016 

Lanjutan Praktek Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban BPP Biro Keuangan untuk bahan 
pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang 
Persediaan (SPP-GUP) yang ditanda tangani oleh PPK dan 
BP 

20 
Kamis.       

11-08-2016 
Praktek Pembuatan permintaan Tambahan Uang Persediaan 
BPP Biro Keuangan kepada BP Sekjen 

21 
Jumat.       

12-08-2016 

Mengumpulkan data hasil pelaksanaan PKL guna bahan 
Laporan ke Dosen Pembimbing dari Kaubbag. TU Biro 
Keuangan 

22 
Selasa.       

15-08-2016 
presentasi data hasil PKL kepada Kaubbag TU Biro 
Keuangan 
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Daftar Nila
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Logo Perussahaan 
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Name tag PKL 
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Dokumen
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